Menimbang

Mengingat

BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
: 000.7.6.1/Kep. 1195-Dinsos /2023

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

bahwa dalam rangka mewujudkan efektifitas dan efisiensi
penyelenggaraan pemerintahan pada Dinas Sosial
Kabupaten Cirebon dan sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2018
tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah, perlu disusun Peta Proses Bisnis Dinas
Sosial Kabupaten Cirebon;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten
Cirebon Tahun 2023.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968
tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran | Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3058);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

S. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang
Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 5);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 411);

7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial
(Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Peta Proses Bisnis Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Tahun 2023 yang merupakan acuan bagi Dinas Sosial
Kabupaten Cirebon untuk menggambarkan hubungan kerja
yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan dan
sasaran Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dalam
meningkatkan kinerja apratur dalam memberikan pelayanan
publik.

Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU terdiri dari peta proses bisnis, peta sub proses, peta
relasi dan peta lintas fungsi Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Desember 2023

BUPATI CIREBON,

G
-

IMRON

Tembusan :
Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
: 000.7.6.1/Kep. 1 19Binsos/2023

NOMOR

TANGGAL

12 DESEMBER 2023

A. VISI DAN MISI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019-2024

Visi PEMDA

Terwujudnya Kabupaten Cirebon
Berbudaya, Sejahtera, Agamis, Maju
dan Aman

! |

Misi PEMDA (Misi 2)

Meningkatnya Kualitas Hidup
Masyarakat Melalui Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Masyarakat,
Peningkatan Kualitas Pendidikan dan
Pelatihan, Kesehatan dan Ekonomi

Tujuan PEMDA (Tujuan 2.2)

Mewujudkan Kesejahteraan

Sosial

4
Sasaran PEMDA (Sasaran 2.2.1)

Menurunnya jumlah
kelompokmasyarakat yang

g idisfungsi sosial

_

Tujuan DINSOS (Tujuan 1)

Menurunkan Angka Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

1

Tujuan DINSOS (Tujuan 2)

1 kinerja P
Publik

sasaran Dinsos 1.1

sasaran Dinsos 1.2

sasaran Dinsos 1.3

sasaran Dinsos 2.1

Menurunkan Angka Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Menurunkan Angka
Kemiskinan

Meningkatkan Angka Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Meningkatkan kinerja aparatur
dan kualitas pelayanan

B. PROSES UTAMA

CNBDNS-01 Menurunkan Angka Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
CNBDNS-02 Meningkatkan kinerja Pelayanan Publik

PROSES PENDUKUNG

CNBDNS-03 Pengel ) Data dan Informasi

CNBDNS-04 Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa

CNBDNS-05 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

CNBDNS-06 F lolaan Pelap *)
CNBDNS-07 F lolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

PROSES MANAIJERIAL

CNBDNS-08 Perencanaan Pembangunan

CNBDNS-09 Pengelolaan Keuangan dan Aset

CNBDNS-10 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

CNBDNS-11 Pi lolaan Sistem Pengendalian dan Peng;

CNBDNS-12 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana =)
CNBDNS-13 F lol. Ak itas Kinerja o




E. PETA PROSES BISNIS

Pemerintah

Kebijakan/Regulasi dan
Dukungan Anggaran

Dunia Usaha

Permohonan Layanan Perizinan
dan Permohonan Kerjasama

Usulan, Saran, dan
Permintaan Layanan Publik

Masyarakat

Kerjasama Analisis Akademis

Akademisi

Dukungan Manajemen dan Pengawasan

PETA PROSES BISNIS

CNDBNS-01
Menurunkan Angka
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial

CNBDNS-02

Meningkatkan kinerja
Pelayanan Publik

Pemerintah

A

Akuntabilitas Kinerja,
Laporan Keuangan dan
Kebijakan Daerah

I

Dunia Usaha

A

Layanan Perizinan dan
Kerjasama

Layanan Publik yang Prima
dan Inklusif

2

Masyarakat

(PPKS)
PROSES 2
£
UTAMA K]
5
> |
S
3
CNBDNS-04 CNBDNS-05 CNBDNS-06 CNBDNS-07 a
Pengelolaan Data dan um:um_m_mu..‘ am_:_o_o.w. Pengelolaan Sarana dan Pergeliaahiohiattvan
Komunikasi dan Media Pengelolaan Pelaporan Perundang-undangan dan
Massa Prasarana Layanan Hukum —
PROSES
PENDUKUNG
CNBDNS-08 CNBDNS-09 CNBDNS-10 CNBDNS-11 CNBDNS-12 CNBDNS-13
P lol i
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Pengelolaan Sumber Mm:%mmﬂww_..dmw__mﬁ““: Pengelolaan Organisasi Pengelolaan
Pembangunan dan Aset Daya Manusia Aparatur g ' dan Tata Laksana Akuntabilitas Kinerja IIII—

Pengawasan

PROSES
MANAJERIAL

Kajian Akademisi dan
Kampus Merdeka

\

Akademisi




